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PANDLAN DI PERGURUAN TINGGI

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan
berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa. Dampak korupsi
telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem
hukum, sistem pemerintahan dan tatanan bermasyarakat di negeri ini. Dilain pihak
upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan
hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai jenis dan tingkatannya tetap saja banyak
terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah
dianggap sebagal sesuatu yang biasa. Jika kondisi seperti ini tetap dibiarkan
berlangsung, maka sama halnya kita sedang menunggu bangsa ini akan berada
pada fitik terendahnya.

Sebagai upaya untuk memberikan suplemen pengetahuan bagi mahasiswa,
maka penulis menganggap keberadaan Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Panduan
di Perguruan Tinggi menjadi bagian dari cara memberi khasanah keilmuan fentang
seluk beluk korupsi dan pencegahannya serta upaya-upaya yang harus dimiliki agar
terhindar dari perilaku korupsi. Didalam buku yang tersaji dihadapan pembaca,
membagi materi menjadi 9 (Sembilan) Bab diantaranya Bab. 1 Pendahuluan; Bab. 2
Pendidikan Anti Korupsi; Bab. 3 Korupsi dan Prinsip-Prinsip Anti Korupsi; Bab. 4
Bebrbagai Bentuk dan Jenis Korupsi; Bab. 5 Faktor-Faktor Penyebab Korupsi; Bab. 6
Dampak Masif kaorupsi Terhadap Eksistensi Negara; Bab. 7 Penegakan Hukum dan
Pemberantasan Korupsi di Indonesia; Bab. 8 Peranan Lembaga Anti Korupsi Dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia; Bab. 9 Pendidikan Anti Korupsi Sebagai
Character Buiding Mahasiswa. Pada pembahasan di salah satu Bab di buku ini,
penulis mengulas salah satu filosofi budaya Buton yang patut untuk diprakiekkan
dalam kehidupan yakni budaya ‘malu’ untuk melakukan sesuatu perbuatan melanggar
norma hukum dan agama.Akhirmya semoga kehadiran buku ini, dapat memberikan
tambahan wawasan khususnya mengenai korupsi.
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KATA SAMBUTAN
Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

Kampus menjadi salah satu sarana penyemai insan-insan
intelektual yang diharapkan nantinya dapat memberi karya-karya
terbaiknya untuk masyarakat. Salah satu kontribusi yang dilakukan
adalah dengan menghasilkan karya yang bermanfaat, diantaranya
menulis buku. Aktivitas menulis merupakan bentuk pertanggung
jawaban akademis seorang pendidik (dosen) dalam menyebar ilmu
dalam bentuk buku yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan,
tidak saja civitas akademika namun juga masyarakat umum.
Olehnya, kami selaku pimpinan perguruan tinggi mengapresiasi
kerja-kerja yang telah ditunjukkan oleh para dosen. Kolaborasi
penulisan buku ajar dari tiga lembaga Perguruan Tinggi menjadi
indikator bahwa tidak adanya sekat atau batas hanya sesama dosen
yang berhomebase di Perguruan Tinggi yang sama saja. Namun
mampu membangun sinergitas kerja untuk memberikan karya-
karya terbaik bagi sesama.

Terbitnya buku ajar dengan judul “Pendidikan Anti Korupsi
Panduan di Perguruan Tinggi”, kami sambut dengan baik, diiringi
rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah swt., Tuhan Yang
Maha Esa.

Buku ajar yang telah disusun oleh Darmawan Wiridin, S.H.,
M.H., Nasrin, S.H.,, M.H., Zulfikar Putra, SH., M.Pd., dan Dwi
Kartika Prananingrum, SE., M.E. Ak ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai panduan belajar dalam perkuliahan yang relevan. Dengan
demikian, semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat.

Baubau, Januari 2023

Rektor,

H. Syamsul Qamar, S.T., M.T
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan buku ajar yang
berjudul “Pendidikan Anti Korupsi Panduan di Perguruan Tinggi”
ini dapat diselesaikan dengan baik.

Keberadaan buku-buku yang membahas mengenai
pendidikan anti korupsi telah banyak diterbitkan dan juga sebagai
panduan dalam mempelajari pendidikan anti korupsi. Hal tersebut
menjadi bagian dari indikator betapa pentingnya penanaman nilai-
nilai anti korupsi diajarkan dibangku pendidikan atau pada jenjang
pendidikan. Dalam buku ini, penulis menyajikan salah satu bagian
pembahasan mengenai relevansi nilai-nilai anti korupsi dengan
nilai kearifan lokal yang menjadi warisan para leluhur akan makna
dari setiap budaya yang mengandung pesan-pesan yang mendalam
tentang kebiasaan-kebiasan yang terjadi dalam masyarakat kita
sebagai bagian dari pembelajarann nilai anti korupsi. Harapannya,
semoga dengan buku ini juga dapat menjadi panduan bagi semua
pihak baik masyarakat akademis maupun non akademis. Akhirnya
tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penulis juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi
pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun
demikian, penulis menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna.
Dengan lapang dada dan kerendahan hati, penyusun bersedia
untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat
memperbaiki isi dari buku ini.

Baubau, Januari 2023

Penulis
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SANWACANA

Assalamu’alaikumm Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah
swt., yang telah memberikan karunia rahmat, taufiq, serta hidayah-
Nya. Sholawat teriring salam penulis juga mohonkan kepada Allah,
agar sholawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi
Muhammad saw. Sehingga penulis mampu menyelesaikan buku ini
yang berjudul “Pendidikan Anti Korupsi Panduan di Perguruan
Tinggi”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,
terutama penulis ucapkan untuk seluruh keluarga tercinta dan
tersayang. Semoga kita dapat memberikan kontribusi pemikiran
untuk membantu memudahkan semua pihak yang hendak
mempelajari pendidikan anti korupsi. Selain itu juga sebagai
pedoman ataupun rujukan kepada khalayak, baik itu pendidik dan
tenaga kependidikan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.
Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi ladang
ilmu bagi kita semua. Aamiiin Yaa Robbal ‘Aalamiiin.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Baubau, Januari 2023

Penulis
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BAB
PENDAHULUAN

PENDIDIKAN

ANTI KORUPSI

Gambar 1. Pendidikan Anti Korupsi
Sumber: https;//dikdasmen.my.id/

Pembelajarann Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi,
merupakan bagian dari ikhtiar untuk memberikan wawasan,
pemahaman kepada sivitas akademik akan pentingnya nilai
pendidikan anti korupsi di institusi perguruan tinggi. Hal tersebut
diyakini bahwa, perguruan tinggi merupakan sarana yang paling
efektif dalam pembumian nilai-nilai anti korupsi. Karena tidak
dapat dinafikan bahwa cikal bakal pemimpin masa depan yang
mengisi pos-pos strategis di negeri ini adalah mahasiswa. Dengan
pembelajarann serta internalisasi melalui pembudayaan nilai-nilai
pendidikan anti korupsi, diharapkan lahirnya pemimpin masa
depan yang bersih dan amanah dalam kepemimpinannya.



BAB
PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI

IKOANTANKSANN

N g

PiADIARKORUP'S

Gambar 2. Tidak ada kata “iya” pada korupsi
Sumber: https;//dikdasmen.my.id/

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui
sarana pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan
anti korupsi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut, yaitu: 1.
Fungsi kognitif yakni menambah pengetahuan serta wawasan
mengenai korupsi dan dampak massif yang ditimbulkan; 2. Fungsi
afektif yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi
mahasiswa dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari; 3. Fungsi
psikomotor yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk
praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar.
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BAB

KORUPSI DAN
PRINSIP-PRINSIP
ANTI KORUPSI

Gambar 3. Apapun yang bersumber dari hasil korupsi bukan
rejeki
Sumber: kuliahdesain.com

Korupsi telah menjadi fenomena yang seringkali terjadi
dihampir semua negara, bahkan korupsi menjadi musuh bersama.
Maka tidak dapat dinafikan, segala upaya dilakukan agar budaya
korupsi dapat dihilangkan.

Pada dasarnya prinsip-prinsip anti korupsi merupakan
upaya antisipatif yang harus dilakukan untuk meminimalisir
tindakan yang mengarah pada suatu tindak korupsi. Dengan
menerapkan  prinsip-prinsip  anti  korupsi  diharapkan
perkembangan korupsi dapat dikendalikan bahkan diberantas, agar
laju  pergerakan  korupsi  dapat  dibendung  bahkan
diberantas. Hakikat dari prinisp-prinsip antikorupsi adalah hal
yang terkait dengan semua objek kegiatan publik yang menuntut
adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaaan, tanggung
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BAB

BERBAGAI BENTUK
DAN JENIS KORUPSI

Gambar 4. Suap menyuap merupakan salah satu
tindakan korupsi
Sumber: modift.blogspot.com

Bentuk dan jenis-jenis korupsi pada dasarnya memiliki
kemasan yang berbeda disetiap negara. Hal tersebut dipengaruhi
oleh beberapa faktor, diantaranya pada pengalaman atau sejarah
negara tersebut yang kemudian dikembangkan dalam berbagai
praktik korupsi dari para perampok harta rakyat dan negara
dengan berbagai kreativitasnya.

A. Bentuk-Bentuk Korupsi
Korupsi termasuk perbuatan yang tergolong dalam

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang tentunya para
pelakunya sepantasnya mendapat hukuman yang setimpal
akibat dari perbuatannya. Untuk mewujudkan hal tersebut,
maka dibuatlah aturan yang mamayunginya. Hal tersebut

30



BAB

FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB KORUPSI

Gambar 5. Korupsi tidak mengenail jumlah yang sedikit
Sumber: modift.blogspot.com

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat
terjadi kapanpun dan dimanapun, perbuatan yang dilakukan
dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang
atau korporasi dengan nominal ditawarkan sangat besar. Korupsi
dapat terjadi tidak hanya terjadi di sektor publik dan swasta, namun
juga dapat terjadi di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi juga
merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan
perkembangan ekonomi pesat. Masalah korupsi tidak hanya
dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun juga
dibeberapa negara-negara maju sekalipun.
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BAB
DAMPAK MASIF

KORUPSI TERHADAP
EKSISTENSI NEGARA

_l~; A | — &1&

Gambar 6.Salah Satu Dampak Korupsi Bagi Negara
Sumber: ilmupengetahuanhukum.blogspot.com

Apapun argumentasinya, tindakan korupsi merupakan
perbuatan yang tidak dibenarkan dari sisi apapun. Banyak
kepentingan publik yang terbengkalai serta kerugian negara yang
ditimbulkan akibat dari korupsi itu sendiri. Selain itu, korupsi juga
memberikan dampak negatif di berbagai bidang yang meliputi:

1. Dampak Ekonomi

Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah
negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat
akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi. Hal ini
terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat
korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat
korupsi sebuah negara, salah satunya lewat Indeks Persepsi
Korupsi (IPK).
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BAB

PENEGAKAN HUKUM
DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA

Gambar 7. Hukuman Para Koruptor dan Dampak
Yang Ditimbulkannya

Sumber: chilinaris.blogspot.com

Upaya dalam menegakkan hukum terkait tindak pidanaa
korupsi sudah sejak lama diupayakan oleh pemerintah melalui para
penegak hukum. Upaya ini seharusnya dapat mengurangi
terjadinya kejahatan korupsi namun faktanya sampai saat in
kejahatan korupsi justru semakin marak bermunculan. Ketentuan
dalam  perundang-undangan memuat pengaturan yang
didalamnya tersusun serta ditetapkannya aturan tetapi kasus
korupsi masih belum dapat dihilangkan di Indonesia. Kajian terkait
penegakan hukum pidanaa dapat dilihat dari sistem penegakan
hukum yang mana dalam hal ini bagiannya yakni kebijakan
penanggulangan kejahatan (criminal policy) (Harefa, 2020).
Terdapat dua alat yang digunakan dalam mengatasi kejahatan
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BAB

PERANAN LEMBAGA ANTI
KORUPSI DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI INDONESIA

Gambar 8. Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Sumber: journaltelegraf.com

Pemberantasan korupsi menjadi tugas bersama, tidak hanya
negara yang bertanggung jawab tapi peran masyarakat secara aktif
dan organisasi serta lembaga menjadi bagian yang tidak dapat
diabaikan dalam mewujudkan cita-cita menjadi negara yang bebas
dari praktik korupsi.

Adapun beberapa lembaga anti korupsi yang telah ada, yang
juga memiliki misi yang sama yakni pemberantasan korupsi
diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian
Hukum dan HAM (KEMHUMHAM), Komisi Yudisial (KY),
Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan
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BAB

PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI SEBAGAI
CHARACTER BUILDING

Gambar 9. Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Sarana
Character Building

Sumber: lenteraawiliya.com

Eksistensi pendidikan menjadi hal yang sangat penting
dalam memberikan khasanah solusi mengenai permasalahan
korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, utamanya pendidikan karakter
dihadirkan atas dasar kegalauan melihat realitas kehidupan yang
terindikasi mengalami degradasi moral, termasuk mental korup
yang membudaya di masyarakat dan kalangan pejabat. Kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menunjukkan
adanya degradasi atau demoralisasi dalam dalam pembentukan
karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Degradasi nilai-nilai
dan moral sebagai inti (core values) dari pembentukan karakter
tidak saja terjadi dikalangan masyarakat awam tetapi juga sudah
merambah ke professional, tokoh masyarakat,para pelajar, para
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